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KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kami Panjatkan Kehadirat Allah SWT, Tuhan yang
Maha Kuasa, karena atas Petunjuk dan HidayahNya sehingga
Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan
Umum Tahun 2021 dapat diselesaikan. Rencana Kerija adalah dokumen
perencanaan SKPD untuk periede satu (1) tahun, yang memuat
kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik vyang
dilaksanakan pemerintah daerah maupun vyang ditempuh dengan
mendorong partisipasi masyarakat serta Sebagai landasan
perencanaan kegiatan tahunan guna mendukung terwujudnya
perencanaan makr0 yang berkualitas, aspiratif, partisipatif,
terkendali dan akuntabel yang disertai penelitian dan
pengembangan yang mendukung pencapaian kinerja pembangunan

daerah.

Renja ini disusun dengan mempertimbangkan sumber daya yang
dimiliki, untuk menjawab tantangan dan permasalahan perencanaan
pembangunan dengan paradigma baru yang mengintegrasikan aspirasi
masyarakat dan kebutuhan organisasi. Namun demikian, disadari
bahwa hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna.

Penyusunan Recana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2022 mengacu
pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025.

Oleh karena itu penyusunan Rencana Kerja ini dikerjakan dengan
fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi
eksisting, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum tahun
sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra

Perubahan Dinas Pekerjaan Umum.

Tersusunnya Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2022
ini, disamping sebagai dokumen rencana kerja, juga diharapkan

dapat dijadikan bahan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan




tahunan sehingga terdapat arah yang jelas dari program/ kegiatan
Dinas Pekerjaan Umum. Kami menyadari bahwa penyusunan Renja ini
masih dipenuhi oleh kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu,
kritik dan saran terhadap materi dan substansi pokok Renja

tersebut sangat diharapkan,

sehingga terjadi peningkatan kualitas rencana yang
berkelanjutan. Akhirnya, kepada semua pihak yang membantu
penyusunan Renja ini kami ucapkan terima kasih, semoga Tuhan

Yang Maha Esa memberkati dan melimpahkan rahmat-Nya kepada kita

semua. Amin.

Makassar, Maret 2021
Plt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTA MAKASSAR

'%ikJ“.HA KA, M.Si)
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19650417 199203 1 012
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‘“*-" "" Jalan Jenderal Achmad Yani Makassar No. 2 90111 Telp (0411) 318008
Kepadsa
Yih. Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup
Pemerintah Kota Makassar
di-
Tempat
SURAT EDARAN
Nm:._.._‘_..fjp. ¢S A= ™)
TENTANG

PEDOMAN PENYEMPURNAAN RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA)
PERANGKAT DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tentang
Tata Cara Perencanaan. Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Dan Rencana Keria Pemerintah Daersh pada pasal 142 ayat (1) menyebutkan
‘BAPPEDA menyampaikan seluruh rancangan akhir Remja Perangkat Dserah yang telah

diverifikasi kepads Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah unfuk ditetapkan dengan
keputusan Kepala Daerah”. dan ayat (2) Penetapan Renja Perangkat Daerah, paling lambat 1
(satu) buian setelah Peraluran Kepala Daerah tentang RKPD ditetapkan.

Mengingat hal tersebut diatas, maka disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah
Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2021 fentang RKPD Kota Makassar Tahun 2022
sebagaimana leriampir untuk dipedomani dalam penyempumaan rancangan akhir Renja
Perangkat Daerah, Dokumen tersebut dapat diunduh htips /bit ly/ranhirRKPD2022

Dernikian disampaikan, atas Kerjasama dan perhatiannya diucapkan tenma kasih

Makassar, 29 Juni 2021

S
/-~ 8. WALIKOTA MAKASSAR
18 RETARIS DAERAH
II',T_ —
iz M. ANSAR, M.5i

Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP. 19630517 199203 1 004




Menimbang

Mengingat

P/
WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR
TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAKERAH TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MAKASSAR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 26 avat (2)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Percpcanaan Pembangunan Masional dan Pasal 264 ayat (2)
Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
schagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka perlu
membeniuk  Peraturan  Walikola  tentang  Rencana Kerja
Pemerimtah Dacrah Tahun 2022,

bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana di maksud
pada hurul a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Makassar
tentang Rencana kerja Pemerintah Dacrah Tahun 2022,

Undang Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang penbentukan
Dacrah Tingkat Il dr Salawesi | Lembaran Nesara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1822 §:

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1949 tentang
Penyclenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi,
Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
[ndoncsia Nomor 3851) scbagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kceuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indongesia
Nomor 1822} scbagaimana teluh diubah dengan Undang
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penclapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020

tentang khebnakan Keuanegan lan Stabiluas Sisten
hetangan untuk Pensnganan Covona Virus Disedis:
WD (COVID-19)  din beald lalam  Rangka Menghadapi
\ncaman  vane Membahavaka Perekonomian N

tlan fan Stabilitas  Sistem Keuangan  (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun 2020 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); . - - -
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10.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 lentang  Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasiomal {Lembaran Negara
Republik  Indoncsia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan  Antara Pemerintah  Pusan dan  Pemerintahan
Dacrah  (Lembaran Negara Tahun 2004  Nomor 126
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) scbagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 lentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2020 lentang Kebnakan Keuangan N gara cdan
Stitbilitas  Sistern Keuangan  untuk Penangianan  Paneemi
Cororie Virus Disease 2010 (COVID-19) dan /atau dalian
Rangka Menghadapi Ancaman vang Membahavakai
Perekonomian Nasional dan/atau Smahilitas Sistem Kenangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor H485).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 1entang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomer 4 700},

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725 scbagaimana telah diubah (e akhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipla Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomior 245, Tambahan
Lembaran Negaran Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 temtang Pemberntukan
Peraturan Perundang undangan {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) scbagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019
lentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 wntang Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 55387) scbagaimana telah  diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor |1 Tahun 2020 tentang Cipra Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negaran Nomor 6573);

Peraturan  Pemerintah Nomor al  Tahun 197 lentang
Perubahan Balas-batas Dacrah Kotamadya Makassar dan
Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros, dan Pangkajenc dan
Kepulauan  Dalam Lingkungan Daecrah Propinsi  Sulawcesi
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 197
Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republie Indonesia
Nomor 2970);




16.
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19,

Peraturan  Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang
Perubahian Narma Kota Ujung Panjang Menjadi Kota Makassar
Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomar 193);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017
lentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26
Tahun 2008 1entang Rencana Tatla Ruang Wilayah Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6H042);

3. Peraturan Pemecrintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkal Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5888) schagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah  Nomor 72 Tahun 2019 lentang
Perubahan atas Peraluran Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
lenlang  Perangkat  Dacrah  (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lermbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

4. Peraluran  Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor
73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoriesia Nomor
604 1);

3. Peraluran Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 lentang Standar

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 2018,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan  Pemerintah  Nomor 17 Tahun 2018 lentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia

Nomaor 6206):

Peraturan  Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indoncsia Nomor 6322);

- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan

dan Evaluasi Penvelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor D2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323):

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017
tentang  Pelaksanaan Pencapaian  Tujuan  Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 136);




20. Peraturan Mentent Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Nomor 2036 Tahun 2015) scbagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 157);

21, Peraturan Menteri Dalam  Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Dacrah, Tata Cara FEvaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Dacrah Dan Rencana  Pembangunan  Jangka
Menerngah  Dacrah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Mencngah Dacrah, Dan Rencana Kerja
Pemerintah Dacrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312),

22. Peraturan Mentenn Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018
tentang Pencrapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

-

23. Peraturan Menter:t Dalam Negeri Nomor 130 Tahum 2018
tentang  Kegiatan  Pembangunan  Sarana dan  Prasarana
Kelurahan dan Pemberdavaan Masyarakat di Kelurahan (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);

24, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019
tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sckretanat
Dacrah Provins: dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indoncsia Tahun 2019 Nomor 970);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70
Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Dacrah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomar 11 14);

26. Peraturan Menter: Dalam Neger Republik Indonesia Nomor 90
Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

28. Peraturan Menteri Dalam  Negeri Nomor 17 Tahun 2021
wentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Dacrah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 27 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6629);

29

Peraturan Dacrah Provinsi Sulawesi Sclatan Nomor 9
Tahun 2009 tenwang Rencana Tata Ruang Wilayvah Dacrah
Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2009-2029 (Lembaran Dacrah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 249, Tambahan
Lembaran dacrah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2449);




30. Peraturan Dacrah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun
2010 temtang Sistem  Perencanaan Pembangunan Daerah
(Lembaran Dacrah Provinsi Sulawesi Selalan Tahun 2010
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Nomor 251);

31, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Dacrah Provinsi Sulawesi
Sclatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Dacrah Provinsi Sulawes)
Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Sclatan Nomor 301) scbagaiana telah diubah
dengan Peraturan Dacrah Provinsi Sulawes: Selatan Nomor 1
Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Dacrah Nomor
I Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Dacrah Provinsi Sulawesi Sclatan Tahun 2018-2023
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Sclatan Tahun 2021
Nomor |, Tambahan Lembaran Daerah  Provinsi Sulawes)
Sclatan Nomor 314);

32. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Sclatan Nomor 24
Tahun 2021 Temtang Rencana Kerja Pemerimtah Daerah
Provinsi Sulawesi Sclatan Tahun 2022 (Berita Daerah Tahun
2021 Nomor 24);

33, Peraturan Dacrah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006
tentang  Rencana  Pembangurnan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006, Seri E) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar
Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kola Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Dacrah (RPJPD) Kota Makassar
Tahun 2005-2025 (Lembaran Dacrah Kota Makassar Nomor 3
Tahun 2017);

34. Peraturan Daerah Kota Makassar Noamor 4 Tahun 2009 lentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Dacrah
Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 4);

35. Peraturan Dacrah Koia Makassar Nomor 4 Tahun 2015 lentang
Rencana Tala Ruang Wilayah (RTRW) Kota Makassar Tahun
2015-2034 (Lembaran Daecrah Kota Makassar Tahun 2015
Nomor 4)

MEMUTUSKAN

Menelapkan PERATURAN WALTKOTA MAKASSAR TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022,

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang di maksud dengan :

1 Dacrah adalah Kola Makassar;

2. Walikota adalah Walikola Makassar:

. Pemerintah Daerah  adalah  Walikota schagar  unsur  penyelenggara
Pemerintahan Dacrah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Dacrah otonom

23




6.

10

(1

Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kota Makassar yvang sclanjutnya disingkat
DPRD Kota Makassar adalah lembaga perwakilan rakyat dacrah vyang
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daecrah;
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD menurul azas olonom dan Tugas Pembantuan
dengan prinsip otonomi scluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia scbagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 14945,

Perangkal Dacrah adalah unsur pembantu kepala dacrah dan DPRD dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dacrah;
Badan Perencanaan Pembangunan Dacrah vang sclanjutnya disingkat
Bappeda adalah Badan Percncanaan Pembangunan Dacrah Kota Makassar:
Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Makassar;

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dacrah vang sclanjutnya disebut
RPIPD adalah dokumen perencanaan pembangunan dacrah untuk periode 20
{dua puluh) tahun;

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dacrah yang sclanjutnya discbut
RPIMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan dacrah untuk periode 5
(hma) tahun;

Rencana Stralegis Satuan Kerja Perangkat Daerah, vang selanjutnva disebut
RENSTRA-SKPD adalah Rencana Strategis Saluan Kerja Perangkat Dacrah
Pemerintah Kota Makassar untuk periode 5 {lima) tahun:

Rencana Kerja Pemerintah Dacrah vang sclanjuinya disingkal RKPD, adalah
dokumen perencanaan pembangunan dacrah uniik periode 1 (satu) tahun:
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang sclanjutnya discbut
Renja-SKPD, adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode | [satu)
tahun,

Rancangan Anggaran pendapatan dan Belanja Dacrah vang sclanjutnva
disingkat RAPED adalah rancangan rencana keuangan tahunan Dacerah yang
ditctapkan dengan Peraturan Dacrah:

Kebijakan Umum Angearan vang selanjutnya disingkal KUA adalah dokumen
yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta
asumsl yang mendasarinya untuk periode | [satu) tahun;

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara vang sclanjutnya disingkat PPAS
adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran  yang
diberikan kepada Perangkat Dacrah untuk scliap program schagal acuan
dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah

BAB 1]
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Walikota ini yakni :

a. pedoman bagi Perangkat Dacrah dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA)
Perangkal Daerah Tahun 2022 dan

b. pedoman untuk menyusun KUA dan PPAS Tahun 2022 dalam penyusunan
RAPBD Tahun 2022.

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah
dalam rangka peningkatan  dan pemerataan  pendapalan  masyarakat,
kesempatan  kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas
pelayanan publik dan daya saing Dacrah.
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BAB I
DOKUMEN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

(I} Sistematika Dokumen RKPD Tahun 2022 terdirt dan -

BAB 1 PENDAHULUAN;

BAB 11 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERALH;

BAB 111 KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH;
BAB IV SASARAN DAN PRTIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH;

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH;
BAB VII PENUTUP.

(2) Isi beserta uraian RKPD Kota Makassar Tahun 2022 scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran vang merupakan bagian ndak
lerpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

(1) Dokumen RKPI sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) merupakan pedoman
dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon
Anggaran Scmentara (PPAS) Tahun 2022 vang akan di bahas dengan DPRD
Keta Makassar.

(2) Hasil pembahasan dengan DPRD Kota Makassar schagaimana yang di maksud
pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun
RAPBD Tahun Anggaran 2022.

BAB IV
PELAPORAN DOKUMEN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

(1) Kepala Pcrangkat Daecrah wajib membuat laporan kinerja triwulan dan
tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian
tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program dan
atau kegiatan dan sub kegiatan;

(2) Laporan scbagaimana dimaksud pada avat (1) disampaikan kepada Walikota
Makassar mclalui Kepala Bappeda paling lambat 14 (empat belas) hari kerja
setelah berakhirnya triwulan vang berkenaan,

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal &
(1) Dalam hal RKPD scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) udak sesuai
dengan  perkembangan keadaan 1ahun berjalan, maka dapat dilakukan

penambahan dan/atau pengurangan pagu anggaran indikalil scrta program
4 B B EE
dan kegiatan apabila belum terakomodir dalam lampiran Peraturan Walikota

, & A




(2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan scbagaimana
dimaksud pada ayal (1}, meliputi:

a. perkembangan yang tdak sesuaj dengan  asumsi kerangka
ekonorm daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan
Sasaran pembangunan, rencana program dan Kegiatan
prioritas dacrah: ’

b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun
anggaran sebelumnya digunakan untuk tahun berjalan
dan/atau:

¢. kecadaan darurat dan kcadaan luar biasa sebagaimana
ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan,

(3) Pcnambahan dan/atau pengurangan pagu anggaran indikatif
serta  program dan  kegiatan scbagaimana dimaksud pada ayal

(1) ditetapkan dengan pe

raluran Walikota.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Yasal 7

Peraturan Walikota ini mul

Agar scliap orang mcngetahuinya,
Walikota ini dengan penempatannya da

Diundangkan di Makassar
pada tanggal

SEKRETARM _DAERAH KOTA MAKASSAR,

=
M. ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHU

mc
lam Berila Daerah Kola Makassar

ai berlaku scjak langgal diundangkan,

merintahkan  pengun dangan Pcraturan

Ditctapkan di Makassar

di i
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